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ABSTRACT
Despite its progress in recent years, Indonesia is still hampered by the low ranking in 
the ‘Starting a Business’ indicator (World Bank, 2018a, p.1). Indonesia’s current ranking 
in the indicators for Starting a Business is 144, lagging behind neighboring countries such 
as Singapore, Malaysia and Thailand, which are ranked 6th, 36th, and 111th, respectively 
(World Bank, 2018b). Table 1 illustrates this ranking. Indonesia’s ranking in the Starting 
Business Index is calculated based on the number of procedures, number of days, and 
costs incurred to officially register a business. Based on the 2018 EoDB report, it takes 
23 days to register a business in Indonesia, while in Singapore and Thailand only takes 
less than a week. Business operators in Indonesia must complete 11 procedures to register 
their businesses, while in Singapore, Thailand and Malaysia only require a maximum of 
nine procedures (World Bank, 2018b). In addition, business registration costs in Indonesia 
are the most expensive, around 10.9% of average income per capita, while registration 
fees in Singapore, Thailand and Malaysia are 0.5%, 6.2%, respectively, and 4.4%. the 
central government introduced a number of regulatory changes to improve the ineffective 
business registration process in Indonesia. However, the decentralization mechanism in 
the Indonesian government opens the opportunity for regional governments to interpret the 
changes in the regulations so that the implementation of the regulations varies depending 
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on the regional and respective regional governments. This situation is illustrated by the 
implementation of Permendag Number 77 Number 2013 which regulates the issue of TDP 
and SIUP issuance; Permendagri No. 19 of 2017 which eliminates interference permit 
requirements; and PTSP Jakarta Regulation I Number 23 of 2017 related to compulsory 
employment report (WLK)
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Registrasi Usaha melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan  
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)
ABSTRAK
Terlepas dari kemajuannya dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia masih terhambat 
oleh peringkat rendah dalam indikator ‘Memulai Usaha’ (Bank Dunia, 2018a, hlm.1). 
Peringkat terkini Indonesia dalam indikator Memulai Usaha adalah 144, tertinggal di 
belakang negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, yang masing-masing 
menempati peringkat ke-6, ke-36, dan ke-111 (Bank Dunia, 2018b). Tabel 1 menggambarkan 
peringkat ini.Peringkat Indonesia dalam Indeks Memulai Usaha dihitung berdasarkan 
jumlah prosedur, jumlah hari, dan biaya yang dikeluarkan untuk mendaftarkan usaha 
secara resmi.Berdasarkan laporan EoDB 2018, diperlukan 23 hari untuk mendaftarkan 
usaha di Indonesia, sementara di Singapura dan Thailand hanya memakan waktu kurang 
dari seminggu. Pelaku usaha di Indonesia harus menyelesaikan 11 prosedur untuk 
mendaftarkan bisnisnya, sedangkan di Singapura, Thailand dan Malaysia paling banyak 
hanya memerlukan sembilan prosedur (Bank Dunia, 2018b). Selain itu, biaya registrasi 
usaha di Indonesia adalah yang paling mahal, sekitar 10,9% dari pendapatan rata-rata per 
kapita, sementara biaya registrasi di Singapura, Thailand, dan Malaysia masing-masing 
sebesar 0,5%, 6,2%, dan 4,4%. pemerintah pusat memperkenalkan beberapa perubahan 
peraturan untuk memperbaiki proses registrasi usaha di Indonesia yang kurang efektif. 
Namun, mekanisme desentralisasi dalam pemerintahan Indonesia membuka kesempatan 
bagi pemerintah daerah untuk menginterpretasikan perubahan peraturan tersebut sehingga 
implementasi peraturannya menjadi berbeda-beda tergantung pada pemerintah daerah 
dan wilayahnya masing-masing. Situasi ini diilustrasikan oleh pelaksanaan Permendag 
Nomor 77 Nomor 2013 yang mengatur masalah penerbitan TDP dan SIUP; Permendagri 
Nomor 19 Tahun 2017 yang mengeliminasi persyaratan izin gangguan; dan PTSP Jakarta 
Peraturan I Nomor 23 Tahun 2017 terkait wajib lapor ketenagakerjaan (WLK) 
Kata Kunci: pelayanan, perizinan, terintegrasi, elektronik
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untuk berusaha” (Sekretaris Kabinet, 
2017a). Pencapaian ini menjadi bagian 
dari tren peningkatan kinerja negara. 
Peringkat EoDB Indonesia telah 
meningkat dari posisi 114 pada tahun 
2015 menjadi 106 pada tahun 2016, 
lalu menjadi peringkat 91 pada tahun 
2017. Presiden Joko Widodo memiliki 
target agar peringkat EoDB Indonesia 
berada di posisi ke-40 pada tahun 2019, 
sehingga Indonesia perlu melampaui 
32 negara lainnya untuk bisa mencapai 
posisi ini.
A. PENDAHULUAN 
Berdasarkan Bank Dunia (2018), 
Indonesia telah berhasil meningkatkan 
posisinya dalam Indeks Kemudahan 
Usaha (EoDB) 2018 dibandingkan 
pada tahun sebelumnya (2017), hal ini 
ditunjukan dengan peningkatan 19 
peringkat dari posisi ke-91 pada tahun 
2017 menjadi posisi ke-72 (Gambar 
1). Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Indonesia mengatakan, 
“Dalam tiga tahun terakhir, Indonesia 
telah menjadi tempat yang lebih mudah 
Namun terlepas dari kemajuannya dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia 
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sekitar 10,9% dari pendapatan rata-rata 
per kapita, sementara biaya registrasi 
di Singapura, Thailand, dan Malaysia 
masing-masing sebesar 0,5%, 6,2%, dan 
4,4%
Selain itu, peringkat Indonesia yang 
rendah dalam indeks Memulai Usaha 
dapat memberikan gambaran mengenai 
tingkat usaha informal di Indonesia. 
Dalam hal ini, usaha “informal” 
mengacu pada status hukum usaha 
yang tidak terdaftar di pemerintahan 
(ILO, 2011). Organisasi untuk Kerja 
Sama dan Pembangunan Ekonomi 
(OECD) (2018; Rothenber dkk., 2016) 
memperkirakan bahwa sekitar 93% 
bisnis di Indonesia berada di sektor 
informal. Pernyataan ini diperkuat 
dengan data dari Badan Pusat Statistik 
(2017b) yang menyatakan bahwa dari 
total 26.711.011 unit usaha di Indonesia, 
sekitar 24.882.555 unit usaha tidak 
terdaftar atau termasuk bisnis informal. 
Terdapat hanya sekitar 1.828.446 unit 
usaha formal yang terdaftar. Tabel 2 
menggambarkan jumlah sektor bisnis 
informal dan formal di Indonesia.
masih terhambat oleh peringkat rendah 
dalam indikator ‘Memulai Usaha’ (Bank 
Dunia, 2018a, hlm.1). Peringkat terkini 
Indonesia dalam indikator Memulai 
Usaha adalah 144, tertinggal di belakang 
negara tetangga seperti Singapura, 
Malaysia, dan Thailand, yang masing-
masing menempati peringkat ke-6, ke-
36, dan ke-111 (Bank Dunia, 2018b). 
Tabel 1 menggambarkan peringkat ini. 
Peringkat Indonesia dalam Indeks 
Memulai Usaha dihitung berdasarkan 
jumlah prosedur, jumlah hari, dan biaya 
yang dikeluarkan untuk mendaftarkan 
usaha secara resmi (Bank Dunia,2017, 
hlm.14). Berdasarkan laporan EoDB 
2018, diperlukan 23 hari untuk 
mendaftarkan usaha di Indonesia, 
sementara di Singapura dan Thailand 
hanya memakan waktu kurang dari 
seminggu. Pelaku usaha di Indonesia 
harus menyelesaikan 11 prosedur untuk 
mendaftarkan bisnisnya, sedangkan 
di Singapura, Thailand dan Malaysia 
paling banyak hanya memerlukan 
sembilan prosedur (Bank Dunia, 
2018b). Selain itu, biaya registrasi usaha 
di Indonesia adalah yang paling mahal, 
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menjalankan usaha informal dapat 
dipandang sebagai pilihan yang rasional 
bagi para pelaku usaha. Usaha informal 
menawarkan otonomi, fleksibilitas, dan 
kebebasan yang lebih besar dalam mem-
buat keputusan bisnis yang strategis. 
Usaha informal juga menawarkan 
peluang kerja dengan persyaratan 
pendidikan dan keterampilan 
yang rendah, serta memungkinkan 
pengusaha dengan modal kecil untuk 
membangun bisnis mereka (ILO, 2014). 
Menurut Laporan Uni Eropa/OECD 
(2015), faktor lain yang mendorong 
pengusaha untuk menjalankan bisnis 
secara informal adalah adanya peluang 
untuk menghindari pajak pemerintah 
sehingga pelaku usaha dapat fokus 
untuk menghasilkan laba. 
Selain terdapat keuntungan nyata 
dalam mengoperasikan usaha informal, 
mendaftarkan usaha menjadi entitas 
yang formal dianggap sulit dan mahal. 
Faktor yang dapat menghambat pelaku 
usaha untuk mendaftarkan usaha 
Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
(2014, hlm. 20) melaporkan bahwa 
mengoperasikan usaha formal memiliki 
banyak keuntungan. Keuntungan ini 
diantaranya adalah akses yang lebih 
besar terhadap layanan pengembangan 
bisnis1 dan layanan keuangan seperti 
kredit dari bank. Usaha formal juga 
memiliki akses yang lebih baik untuk 
memasok pada pasar usaha formal 
lainnya2 dan sektor publik. Selain itu, 
usaha formal cenderung memiliki 
kontrak kerja yang legal dan program 
pemberdayaan pekerja (Rand dan 
Torm, 2012) serta mampu beroperasi 
pada lokasi/tempat yang lebih strategis 
(Fajnzylber dkk., 2011). Keuntungan 
ini tentunya terefleksi juga melalui 
pendapatan dan laba yang lebih tinggi 
(Khamis, 2014, hlm. 1). 
Namun, menurut beberapa 
penelitian (Aidies dkk, 2007; Cross, 2000; 
Gerxhani, 2004; Smallbone dan Wetler, 
2004; Adele, 2014) keputusan untuk 
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seperti memiliki izin mendirikan 
bangunan atau izin lokasi, kemudian 
mendaftarkan usaha mereka untuk 
mendapatkan surat izin tanda usaha 
(SIUP) dan tanda daftar usaha (TDP). 
Berdasarkan Keputusan Presiden 
Nomor 97 Tahun 2014, proses ini 
dilakukan melalui Kantor Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu di bawah 
kewenangan pemerintah daerah 
(Komite Pemantauan Pelaksanaan 
Otonomi Daerah/ KPPOD, 2014). 
• Layanan pengembangan bisnis 
tersedia dalam berbagai bentuk 
seperti pelatihan bisnis, konsultasi, 
pengembangan dan transfer teknologi 
(United Nations Development 
Program/UNDP, 2004) 
• Unit bisnis formal lainnya adalah 
supermarket, Perusahaan Besar, 
dan termasuk di antaranya adalah 
perusahaan asing. 
Setelah pelaku usaha 
mendapatkan SIUP dan TDP, mereka 
harus mendaftarkan Wajib Lapor 
Ketenagakerjaan (WLK) melalui 
Kantor Pelayanan Integrasi Satu 
Pintu. Selanjutnya mereka harus 
mengajukan permohonan keikutsertaan 
program jaminan sosial pekerja (BPJS 
Ketenagakerjaan) dan asuransi kesehatan 
publik (BPJS Kesehatan). Terakhir, 
pelaku usaha harus mendapatkan 
nomor pokok wajib pajak (NPWP).
mereka di antaranya adalah kurangnya 
informasi tentang proses registrasi, 
lamanya waktu yang diperlukan, 
banyaknya jumlah prosedur dan 
kompleksitas proses untuk mendaftar, 
serta biaya registrasi (Laporan The Asia 
Foundation, 2007). Banyak pengusaha 
tidak memiliki informasi yang cukup 
untuk mendaftarkan usaha mereka 
(Khamis, 2014, hlm. 2), dan seperti 
yang ditemukan dalam Laporan EoDB 
Indonesia, dibutuhkan waktu hingga 
23 hari dan biaya sebesar Rp 4.180.000 
untuk mendaftarkan bisnis di Indonesia 
(Bank Dunia, 2018a). 
Registrasi Usaha melalui 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik (OSS). Proses registrasi 
usaha yang dilaporkan dalam Laporan 
EoDB Indonesia (Bank Dunia, 2018a) 
ditunjukkan pada Gambar 2. Proses 
registrasi dimulai dengan pembuatan 
akta perusahaan melalui Sistem 
Administrasi Hukum Umum (AHU 
Online/Administrasi Hukum Umum) 
di bawah kewenangan Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
Setelah pelaku usaha memperoleh 
akta perusahaan, mereka harus 
mendapatkan surat keterangan domisili 
dari pemerintah setempat (Bank Dunia, 
2018a). 
Setelah itu, pemilik usaha harus 
memenuhi persyaratan pra-registrasi, 
Meraja Journal146 Vol 2, No. 3, November 2019
SIUP dan TDP tidak lagi di bawah 
yurisdiksi Kantor Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu—keduanya sekarang 
dapat dilakukan melalui OSS. Selain 
itu, sistem Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu perlu menyelaraskan sistemnya 
dengan OSS melalui pemberian izin 
yang hanya diterbitkan secara lokal, 
seperti surat izin mendirikan bangunan 
dan izin lokasi yang merupakan syarat 
penerbitan SIUP (Badan Koordinasi 
Penanaman Modal, 2018).
Pada bulan Juli 2018, pemerintah 
pusat membentuk sistem Perizinan 
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 
(OSS), yang mengubah sistem registrasi 
usaha di Indonesia. Meskipun OSS 
memiliki tujuan yang sama dengan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu 
untuk mempercepat layanan perizinan 
usaha, OSS dioperasikan secara 
terpusat dan tidak secara lokal seperti 
pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 
Di bawah sistem baru ini, penerbitan 
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Pertama, Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 77 Tahun 2013 
Pasal 2, yang menyatakan bahwa SIUP 
dan TDP dapat dikeluarkan secara 
simultan bagi perusahaan dagang. 
Dalam konteks bahasa Indonesia, 
“perdagangan” mengacu pada 
transaksi bisnis terkait barang dan jasa 
yang melibatkan kegiatan beli-dan-
jual dan/atau sewa-dan-jual dan/atau 
sewa (Permendag Nomor 36 Tahun 
2007 Pasal 1). 
SIUP berlaku wajib bagi unit 
usaha di semua sektor (Permendag 
Nomor 46 Tahun 2009 Pasal 2), kecuali 
bagi mereka yang melakukan bisnis 
tanpa kegiatan perdagangan; anak 
perusahaan, kantor cabang, atau kantor 
perwakilan dari perusahaan utama; 
atau unit usaha dianggap sebagai bisnis 
“mikro” yang dijalankan oleh individu 
tunggal, dikelola oleh keluarga atau 
kerabat dekat, dan dengan kekayaan 
bersih kurang dari Rp50 juta, tidak 
termasuk tanah dan bangunan. Usaha 
mikro dapat memperoleh izin usaha 
jika pemiliknya ingin melakukannya, 
namun tidak diwajibkan (Permendag 
Nomor 46 Tahun 2009 Pasal 4). 
Kedua, Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Pasal 1 
menyatakan bahwa untuk mencapai 
target EoDB, Kementrin Dalam Negeri 
mencabut persyaratan izin gangguan 
(Hinder Ordonantie / HO) yang dianggap 
B. METODOLOGI PENELITIAN 
Penelitian ini dilaksanakan dengan 
melakukan studi kepustakaan,studi 
kepustakaan adalah kegiatan untuk 
menghimpun informasi yang relevan 
dengan topik atau masalah yang menjadi 
obyek penelitian. informasi tersebut 
dapat diperoleh dari buku-buku, karya 
ilmiah tesis, disertasi, ensiklopedia, 
internet, dan sumber-sumber lain. 
dengan melakukan studi kepustakaan, 
peneliti dapat memanfaatkan semua 
informasi dan pemikiran-pemikiran 
yang relevan dengan penelitiannya 
yang membahas tentang “Registrasi 
Usaha melalui Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu dan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)” 
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan Saat Ini 
Banyaknya jumlah usaha skala 
kecil informal menyulitkan pemerintah 
Indonesia untuk menyusun kebijakan 
yang dapat memudahkan dan 
mempercepat proses registrasi usaha. 
Namun apabila kebijakan tersebut 
berhasil disusun, maka dapat membantu 
pemerintah nasional untuk mencapai 
target EoDB. Kebijakan tersebut 
dituangkan melalui beberapa peraturan 
nasional dan daerah dibawah ini: 
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registrasi.
Peraturan untuk Percepatan 
Registrasi Usaha di Indonesia 
Sebelum Penerapan Sistem Online 
Single Submission (OSS). Untuk 
mendukung sektor usaha di Indonesia, 
pemerintah pusat memperkenalkan 
beberapa perubahan peraturan untuk 
memperbaiki proses registrasi usaha 
di Indonesia yang kurang efektif. 
Namun, mekanisme desentralisasi 
dalam pemerintahan Indonesia 
membuka kesempatan bagi pemerintah 
daerah untuk menginterpretasikan 
perubahan peraturan tersebut sehingga 
implementasi peraturannya menjadi 
berbeda-beda tergantung pada 
pemerintah daerah dan wilayahnya 
masing-masing. Situasi ini diilustrasikan 
oleh pelaksanaan Permendag Nomor 
77 Nomor 2013 yang mengatur 
masalah penerbitan TDP dan SIUP; 
Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 
yang mengeliminasi persyaratan izin 
gangguan; dan PTSP Jakarta Peraturan I 
Nomor 23 Tahun 2017 terkait wajib lapor 
ketenagakerjaan (WLK) Penerbitan Surat 
Izin Tanda Usaha (SIUP) dan Tanda 
Daftar Usaha (TDP) secara Simultan 
Kementerian Perdagangan 
Indonesia ingin meningkatkan 
layanan registrasi untuk perusahaan 
perdagangan dengan menerbitkan SIUP 
dan TDP secara silmutan/bersamaan, 
seperti yang diatur dalam Permendag 
tidak sejalan dengan usaha pemerintah 
dalam meningkatkan kemudahan 
dalam berusaha. 
Ketiga, Peraturan DKI Jakarta untuk 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
di Wilayah I Nomor 23 Tahun 2017 
yang dinyatakan dalam Pasal 2d bahwa 
dalam rangka meningkatkan layanan 
registrasi dan untuk memenuhi target 
EoDB, pemerintah daerah DKI Jakarta 
menginsturksikan agar Wajib Lapor 
Ketenagakerjaan (WLK) dilakukan 
secara pararel dengan SIUP dan TDP—
yang artinya, setelah SIUP dan tanda 
TDP dikeluarkan, pelaku usaha harus 
segera memproses WLK-nya. 
Keempat adalah Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, 
tentang OSS yang bertujuan untuk 
memfasilitasi dan mempercepat 
registrasi usaha. Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 78 
menetapkan bahwa pemerintah 
pusat dan daerah harus memberikan 
informasi terutama kepada UKM 
tentang cara mengakses dan 
menggunakan OSS. Pasal 88 dalam 
peraturan yang sama mengharuskan 
kementerian yang terkait dengan OSS 
untuk mengembangkan standar atau 
prosedur yang sesuai dengan peraturan 
OSS. Dalam Pasal 91, peraturan tersebut 
menetapkan bahwa kelayakan sistem 
integrasi OSS bergantung pada proses 
uji kelayakan pada infrastruktur sistem 




Nomor 77 Tahun 2013 berbeda 
dengan Pemerintah Daerah di Jakarta. 
Di Bandung, walaupun mereka 
menggunakan sistem online yang 
sama seperti di Jakarta, alur prosedur 
untuk SIUP dan TDP tidak dirancang 
untuk berjalan secara bersamaan. 
Alih-alih, SIUP diterbitkan lebih dulu 
sebelum TDP (Prosedur Operasi 
Standar Peraturan Walikota Bandung 
Nomor 495 Tahun 2015 dan Peraturan 
Walikota Lampung Nomor 4 Tahun 
2015). Hal ini disebabkan karena SIUP 
adalah persyaratan yuridis dan teknis 
untuk penerbitan TDP. SIUP dianggap 
sebagai bukti bahwa unit usaha terkait 
telah melengkapi persyaratan untuk 
menjadi badan usaha (Wawancara 
Pribadi dengan Staf PTSP, 11 Juni 2018; 
Wawancara Pribadi dengan Notaris, 24 
Mei 2018).
Implementasi OSS 
Pada bulan Juli 2018, Presiden 
Jokowi meresmikan peraturan OSS 
sebagai upaya untuk meningkatkan 
iklim usaha di Indonesia. Peraturan 
ini diterapkan pada layanan registrasi 
usaha yang bertujuan untuk 
mengintegrasikan data secara elektronik 
dan mengeliminasi wewenang 
kementerian dan pemerintah daerah 
untuk menerbitkan lisensi pada sektor 
usaha selain pertambangan, minyak dan 
Nomor 77 Tahun 2013. Dengan 
mengacu pada peraturan tersebut, 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
harus menerbitkan dokumen secara 
bersamaan dalam waktu tiga hari kerja 
sejak diterimanya permohonan yang 
lengkap dan benar. 
Pemerintah DKI Jakarta 
mengadopsi peraturan ini dengan 
menerbitkan Peraturan Layanan 
Penanaman Modal dan PTSP Daerah 
Khusus I Nomor 23 Tahun 2017, 
yang menyatakan bahwa SIUP dan 
TDP sebaiknya dikeluarkan secara 
bersamaan agar dapat mendukung 
pencapaian target EoDB pemerintah 
pusat. Namun, terlepas dari penerbitan 
dokumen ini dilakukan secara 
bersamaan serta menurut peraturan 
penerbitannya hanya memakan waktu 
1 hari, para pelaku usaha melaporkan 
bahwa proses ini tidak selesai dalam 
satu hari (Wawancara Pribadi 
dengan Perwakilan Perusahaan di 
Jakarta, Maret–Agustus 2018). Hal ini 
disebabkan oleh proses verifikasi yang 
membutuhkan pengesahan langsung 
dari Kepala PTSP yang tidak selalu ada 
di kantor. Alhasil, proses yang harusnya 
selesai dalam satu hari bisa memakan 
waktu hingga dua minggu (Wawancara 
Pribadi dengan Perwakilan Perusahaan 
di Jakarta, 2018). 
Di sisi lain, Pemerintah Kota 
Bandung dan Bandar Lampung 
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untuk menerima SIUP terlebih dulu 
sebelum mereka menyelesaikan 
persyaratan daerah seperti izin 
mendirikan bangunan dan izin lokasi. 
Sebagai gantinya, perusahaan harus 
berkomitmen untuk melengkapi 
persyaratan tersebut dalam 30 hari 
(atau tergantung pada tenggat waktu 
yang ditentukan untuk setiap izin yang 
diperlukan). Jika pelaku usaha gagal 
memenuhi komitmen ini, maka SIUP 
yang sudah diperoleh menjadi tidak 
berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 2018). 
Meskipun registrasi usaha via 
OSS tetap diawali dengan para pelaku 
usaha memproses akta perusahaan 
melalui notaris dan Dirjen Administrasi 
Hukum Umum (AHU), namun sistem 
OSS memungkinkan pengusaha untuk 
menerima SIUP terlebih dulu sebelum 
mereka menyelesaikan persyaratan 
daerah seperti izin mendirikan 
bangunan dan izin lokasi. 
Gambar 10 dan Gambar 11 
menunjukkan ilustrasi perbandingan 
dampak sebelum dan sesudah 
penerapan OSS. Gambar ini 
mengilustrasikan bahwa prosedur 
untuk mendapatkan akta perusahaan 
(Langkah 1) dan untuk mendaftarkan 
WLK (Langkah 5) tetap sama, tetapi 
proses untuk mendapatkan SIUP 
dan TD (Langkah 4), registrasi BPJS 
Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan 
gas, dan keuangan (Badan Koordinator 
Penanaman Modal, 2018).6 Tujuan 
OSS adalah untuk menyederhanakan 
perizinan usaha, agar proses perizinan 
di Indonesia menjadi lebih efisien, 
sederhana, dan modern; untuk 
menyederhanakan peraturan melalui 
standarisasi, integrasi, koordinasi; serta 
untuk membangun sistem layanan 
yang sejalan dengan teknologi saat ini 
(Badan Koordinasi Penanaman Modal, 
2018). 
OSS menerbitkan Nomor Identifikasi 
Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai 
sebagai TDP. SIUP juga diterbitkan oleh 
OSS berbarengan dengan NIB (Badan 
Koordinator Penanaman Modal, 2018). 
Dengan mendapatkan NIB melalui 
OSS, pelaku usaha otomatis terdaftar 
di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS 
Kesehatan. Selain itu, OSS harus 
berkoordinasi dengan PTSP daerah 
untuk menerbitkan persyaratan seperti 
izin lokasi, izin mendirikan bangunan, 
yang masih menjadi kewenangan 
pemerintah daerah (Badan Koordinator 
Penanaman Modal, 2018).
Registrasi Bisnis dengan OSS 
Meskipun registrasi usaha via 
OSS tetap diawali dengan para pelaku 
usaha memproses akta perusahaan 
melalui notaris dan Dirjen Administrasi 
Hukum Umum (AHU), namun sistem 
OSS memungkinkan pengusaha 
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(Langkah 6), dan mendapatkan NPWP 
(Langkah 7) dipersingkat. Selain itu, 
OSS menghapus persyaratan surat 
keterangan domisili (Langkah 2) dari 
proses registrasi.
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desentralisasi dalam pemerintahan 
Indonesia membuka kesempatan 
bagi pemerintah daerah untuk 
menginterpretasikan perubahan 
peraturan tersebut sehingga 
implementasi peraturannya 
menjadi berbeda-beda tergantung 
pada pemerintah daerah dan 
wilayahnya masing-masing. Situasi 
ini diilustrasikan oleh pelaksanaan 
Permendag Nomor 77 Nomor 2013 
yang mengatur masalah penerbitan 
TDP dan SIUP; Permendagri Nomor 
19 Tahun 2017 yang mengeliminasi 
persyaratan izin gangguan; dan 
PTSP Jakarta Peraturan I Nomor 
23 Tahun 2017 terkait wajib lapor 
ketenagakerjaan (WLK) 
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Berdasarkan uraian dan pembahasan 
masalah dalam artikel ini, maka 
kesimpulan yang dikemukakan adalah :
• Registrasi usaha via OSS tetap 
diawali dengan para pelaku usaha 
memproses akta perusahaan melalui 
notaris dan Dirjen Administrasi 
Hukum Umum (AHU), namun sistem 
OSS memungkinkan pengusaha 
untuk menerima SIUP terlebih dulu 
sebelum mereka menyelesaikan 
persyaratan daerah seperti izin 
mendirikan bangunan dan izin lokasi. 
Sebagai gantinya, perusahaan harus 
berkomitmen untuk melengkapi 
persyaratan tersebut dalam 30 hari 
(atau tergantung pada tenggat waktu 
yang ditentukan untuk setiap izin 
yang diperlukan). Jika pelaku usaha 
gagal memenuhi komitmen ini, maka 
SIUP yang sudah diperoleh menjadi 
tidak berlaku (Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2018).
• Peraturan untuk Percepatan 
Registrasi Usaha di Indonesia 
Sebelum Penerapan Sistem Online 
Single Submission (OSS). Untuk 
mendukung sektor usaha di Indonesia, 
pemerintah pusat memperkenalkan 
beberapa perubahan peraturan 
untuk memperbaiki proses 
registrasi usaha di Indonesia yang 
kurang efektif. Namun, mekanisme 
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